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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan buku berjudul “Negara dan Hak atas Pangan: Upaya 

Mewujudkan Keadilan Pangan di Indonesia”. Buku ini lahir dari keprihatinan sekaligus 

komitmen untuk memahami peran dan tanggung jawab negara dalam menjamin 

terpenuhinya hak atas pangan sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental. 

Pangan tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai hak 

dasar yang menentukan keberlangsungan hidup, kesehatan, dan martabat manusia. Dalam 

konteks Indonesia, pemenuhan hak atas pangan memiliki dimensi hukum, sosial, ekonomi, 

dan ekologis yang saling berkaitan. Oleh sebab itu, negara memikul tanggung jawab 

moral, politik, dan konstitusional untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, 

keamanan, dan keberlanjutan pangan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan 

perundang-undangan turunannya, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 

tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. 

Buku ini membahas secara komperhensif bagaimana negara melalui kebijakan, 

regulasi, dan kelembagaan berupaya mewujudkan keadilan pangan bagi seluruh warga 

negara. Analisis diarahkan pada keterkaitan antara norma konstitusional dan 

implementasinya dalam kebijakan publik, mulai dari pengaturan mengenai ketahanan 

pangan, keamanan pangan, hingga pembentukan kelembagaan yang berperan dalam 

mengelola cadangan pangan nasional. Beberapa regulasi penting yang menjadi rujukan 

antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan 

Gizi, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Peraturan 

Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, serta Peraturan Presiden 

Nomor 125 Tahun 2022 tentang Cadangan Pangan Pemerintah. 

Melalui pembahasan tersebut, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

ilmiah dan praktis bagi pengembangan kebijakan pangan di Indonesia, sekaligus menjadi 

referensi bagi akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang memiliki 

kepedulian terhadap isu kedaulatan dan keadilan pangan nasional.   

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari keterbatasan 

data, dinamika kebijakan yang terus berkembang, serta kompleksitas tata kelola pangan 

di berbagai tingkatan pemerintahan. Namun demikian, karya ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan kecil dalam upaya besar bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita 
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konstitusional: menjamin setiap warga negara hidup sejahtera, berkeadilan sosial, dan 

berdaulat atas pangannya sendiri. 

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

memberikan dukungan, baik dalam bentuk data, masukan imiah, maupun dorongan moral 

selama proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi 

penguatan sistem pangan nasional yang adil, berkelanjutan, dan berdaulat. 

. 

 

Serang, 13 Oktober 2025 
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